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Nama : Nabila Naura Faj 
NIM : 02011281722147 
Judul : Penerapan Asas Non-refouelement dalam Refugee Convention Berkaitan       

hdengan Pengungsi di Indonesia 
 

ABSTRAK 

Hingga saat ini isu mengenai pengungsi belum juga selesai, dalam Kovensi 1951 
pengungsi adalah orang-orang yg memutuskan meninggalkan negara asalnya atas 
dasar penganiyaan yang disebabkan oleh ras, agama, kebangsaan, dan juga politik. 
Indonesia merupakan negara non pihak, namun kedatangan pengungsi yang datang 
ke Indonesia tidak bisa dihindari. Karena adanya faktor-faktor salah satunya adalah 
faktor geografis dimana Indonesia merupkan negara dengan posisi strategis. Yaitu 
diapit dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan dua samudra, yaitu 
Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Walaupun hingga saat ini Indonesia belum 
menjadi pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967 namun Indonesia juga tidak bisa 
menolak atau mengusir pengungsi yang datang begitu saja karena alasan asas non-
refoulement dimana Indonesia terikat dengan asas tersebut. Asas ini dijadikan 
sebagai metode pemenuh dan perlindunhan hak-hak mereka yaitu hak untuk bebas 
dari penyiksaan, perbuatan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat 
manusia maka dari itu asas ini sering di aplikasikan tanpa pengecualian. Oleh 
karena itu penelitian ini membahas mengenai penerapan asas non refoulement di 
dalam hukum normatif Indonesia. 

Kata kunci: Non-Refoulement, Pengungsi, Konvensi 1951, Indonesia 

Palembang, 15 Juli 2021 

Disetujui oleh: 

Pembimbing Utama  Pembimbing Pembantu 

 

Akhmad Idris, S.H., M.H,                       Nurhidayatulloh, LL.M., M.I.H., M.H.I 
NIP. 197402012003121001  NIP. 198511142015041001 

 

Ketua Bagian Hukum Internasional 

 

 

Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. 
NIP. 197805092002122003 



xiv 
 

Nama : Nabila Naura Faj 
NIM : 02011281722147 
Judul : Penerapan Asas Non-refouelement dalam Refugee Convention Berkaitan       

hdengan Pengungsi di Indonesia 
 

ABSTRACT 

Until now the issue of refugees has not been resolved, in The 1951 Convention 
refugees are the people who decided to leave their home countries based on the 
restrictions caused by race, religion, nationality, and politics. Indonesia is a non-
state party, but the arrival of refugees in Indonesian territory is inevitable. Because 
of some factors, one of them is the geographical reason where Indonesia is a country 
with a strategic position. It is flanked by two continents, which are The Asian 
continent and the Australian continent, and two oceans, which are the Indian Ocean 
and the Pacific Ocean. Although until now Indonesia has not been a state party to 
The 1951 Convention and the 1967 protocol, Indonesia also cannot refuse or expel 
refugees for reasons of non-refoulement principle where Indonesia is bound by the 
principle. This principle is used as a method of fulmination and protection of their 
rights, there is the right to be free from torture, cruel acts, inhumane and degrading 
human dignity, therefore this principle is often presented without exception. 
Therefore, this study discusses the application of non-refoulement principles in the 
normative law of Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar belakang  

Pengungsi hingga saat ini sedang menjadi masalah komunitas 

internasional mengenai masalah kemanusiaan yang sebenarnya merupakan 

suatu fenomena tidak lagi baru. Hal tersebut dapat dikatakan mejadi suatu 

masalah internasional karena masalah mengenai pengungsi ini melibatkan 

antar negara dimana telah melewati batas teritorial suatu negara dan masuk 

ke wilayah negara lain dalam jumlah yang besar.1 

Menurut konvensi internasional 1951 pengungsi adalah seseorang yang 

tidak dapat dipulang kembali ke negara asalnya karena rasa takutnya 

seseorang diamana orang tersebut dapat terancam persekusi yang penyebab 

utama nya dikarenakan alasan agama, ras, keanggotaan pada suatu 

kelompok sosial, dan kebangsaan. Dalam batasannya pengungsi memiliki 

tiga hal pokok yang ada dalam pendefinisian pengungsi. Pertama, seseorang 

yang dikatakan pengungsi harus berada di luar wilayah negaranya. Kedua, 

seseorang yang dikatakan pengungsi terbukti bahwa ia dalam keadaan well-

founded fear yaitu adalah keadaan dimana ia mengalami ketakutan akan 

                                                            
1 Arfandi Fadli, Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Dan Protokol 

1967 Mengenai Pengungsi Internasional Dan Pencari Suaka, dalam 
https://media.neliti.com/media/publications/31378-ID-kepentingan-indonesia-belum-meratifikasi-
konvensi-1951-dan-protokol-1967-mengena.pdf diakses pada 19 Januari 2021 jam 13.40 WIB 
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berpotensinya tekanan perseksekusian. Ketiga, ia harus terbukti bahwa ia 

dalam keadaan unwilling atau unable perlindungan dari negara asalnya. 

Adapula pencari suaka yang tidak dapat menerima statusnya sebagai 

pengungsi. Berbeda dengan pengungsi yang meminta pertolongan 

internsional dan pergi dari wilayahnya, pengunsgi ini bertahan di wilayah 

negaranya sendiri istilah pengungsi tersebut adalah Internal Displaced 

Persons (IDPs) atau pengungsi domestic.  

 Saat ini telah terjadi banyaknya konflik di Negara yang mayoritasnya 

memeluk agama islam tepatnya di negara Afrika, Asia Selatan dan juga 

Timur Tengah yang hingga saat ini masih terdapat negara yang sedang 

rawan dengan konflik yang menyebabkan warga negaranya untuk mencari 

perlindungan ke negara lain karena adanya ancaman kemanusiaan 

diantaranya adalah Negara Afghanisthan, Somalia, Srilanka, Suriah, Iran, 

Sudan, Pakistan, Yaman, dan Masyarakat Rohingya di Vietnam.2  

Dalam beberapa kasus permohonan suaka oleh pencari suaka di dunia 

yang diaanggap layak oleh hukum internasional yaitu: 

1. Pengungsi asal Vietnam setelah konflik dengan Amerika pada tahun 

1960 

2. Pengungsi Afghanistan di era Taliban 

3. Pengungsi Irak era Saddam Hussein 

                                                            
2 Indah Lestari dkk, Pengungsi Dan Pencari Suaka Afganistan Dengan Masyarakata 

Lokal Di Kota Makassar (Jurnal Kominikasi KAREBA, Vol.4 No.2 April-Juni 2015)  
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4. Pengungsi Kaboja era Pol Pot 

5. Pengungsi asal Haiti dll 

Hal diatas dapat terjadi oleh karena mereka tidak memiliki pilihan lain selain 

keluar dari wilayah negaranya dan meminta perlindungan Internasional. 

Awal mula dari pengungsi ini sudah ada sejak kurang lebih abad ke-

20. Dimana persoalan mengenai pengungsi ini diawali ketika revolusi di 

Rusia. Pada saat perang Rusia, para pengungsi dalam jumlah yang besar 

beramai-ramai menuju Eropa Barat untuk mencari tempat yang aman agar 

memiliki kehidupan layak dan jauh dari ancaman kemanusiaan. Hal ini pada 

awalnya merupakan cara agar mereka terhindar dari penindasan hak asasi di 

wilayah negaranya.3 Istilah dari pengungsi sendiri juga telah ada pada saat 

Perang Dunia I, yang merupakan titik puncak pembangunan bangsa.4 

Terdapat 1.5 juta pengungsi diantaranya terdapat 500 ribu pengungsi 

Armenia terlantar karena terjadinya pembantaian dalam skala besar dan 

pemulangan kembali secara paksa di Turki. 

Selain itu, hal yang memicu seseorang untuk meninggalkan 

wilayahnya adalah terjadi pada saat perang Turki dan Yunani dimana terjadi 

maraknya para pencari suaka dan pengungsi. Dan keadaan pengungsi 

                                                            
3 Sukanda Husin. UNHCR dan Perlindungan Hak Azasi Manusia. (Padang: Fakultas 

Hukum Univesitas Andalas. 1998) dikutip dari Jurnal Hukum No 7 Th. V/ 1998. Padang : FH 
Univ. Andalas, hlm 27 

4 Peter J.Taylor, Political Geography World Economy, Nation State and Locality, Es 
Sex:Longman, ed. 1993. dalam Achmad Romsan, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional : 
Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional, (Jakarta : UNHCR, 2003), 
hal.28 



4 
 

 

semakin tidak pasti ketika runtuhnya Tsar Rusia, Imperium Otoman Turki, 

dan ketika terjadinya perang yang dikenal dengan The Russo-Polish War. 

Perlindungan mengenai pengungsi awalnya dibentuk pada tahun 

1921 oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB), Perlindungan mengenai pengungsi 

ini dibuat atas dasar para pengungsi yang selama ini tidak mempunyai 

identitas atau validasi diri yang mengakibatkan mereka tidak bisa 

melakukan perbuatan hukum yang esensial. Oleh karena hal tersebut LBB 

membuat perjanjian-perjanjian Internasional untuk mengatasi hal mengenai 

pengungsi. 

Hadirnya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pasca bubarnya LBB, 

PBB membuat mandat untuk melindungi para pengunsi yang sebelumnya 

telah diakui oleh LBB yang dikenal dengan International Refugee 

Organization (IRO) namun setelah perang dingin terjadi ketegangan politik 

dimana tujuan utama IRO untuk repatriasi para pengungsi beralih menjadi 

kebijakan pemukiman kembali (resettlement). Akhirnya IRO yang 

merupakan mandat utama untuk menangani masalah pengunsi digantikan 

oleh United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR).5  

Para pengungsi dari negara berkonflik nantinya akan mendapat 

perlindungan oleh UNHCR (United Nation High Commissioner for 

                                                            
5 M. Husni Syam. Perlindungan Internasional Terhadap Pengungsi Dalam Konflik 

Bersenjata. Jurnal Vol XI No. 1 Maret 2009 diakses dari 
http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum/index.php/jurnal/jurnal-vol-xii-no2-juli/item/98- 
perlindungan-internasional-terhadap-pengungsi-dalam-konflik-bersenjata diakses Pada 19 Januari 
2021 jam 16.58 WIB 
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Refugees) Organisasi Internasional ini merupakan Komisioner Tinggi PBB 

untuk Pengunsi, yang berbasis di Jenewa, Swiss. 

UNHCR sendiri merupakan suatu badan telah berdiri sejak tanggal 

14 Desember 1950, yang tujuannya untuk memberikan dan melindungi serta 

membantu para pengungsi didasarkan permintaan United Nation atau 

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang nantinya bertugas untuk medampingi 

para pengungsi dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke 

tempat yang baru, jauh dari ancaman kemanusiaan dan layak.  

UNHCR kemudian membentuk suatu konvensi, diantaranya 

Konvensi tahun 1951 dan Protokol 1967. Konvensi 1951 merupakan 

konvensi pertama yang mendefinisikan mengenai pengungsi dan Protokol 

1967 merupakan perkembangan yang dirancang untuk melengkapi 

Konvensi mengenai Pengungsi di tahun 1951.6  Yang berisi mengenai 

penghapusan batasan waktu yang telah di terapkan sebelumnya, yaitu tanpa 

batasan geografi manapun yang artinya tidak hanya mencakup pengungsi 

eropa saja tetapi dapat di terapkan oleh pengungsi dari berbagai penjuru 

dunia. 

Dalam resolusi 319 (IV) Majelis Umum memutuskan untuk 

mendirikan sebuah Instansi Komisi Tinggi untuk pengungsi PBB / United 

Nations High Commisioner for Refugees (UNHCR). Akhirnya pada 1 

                                                            
6 Sigit Riyanto, Urgensi Legislasi Hukum Pengungsi dan Kendalanya di Indonesia, Jurnal 

Hukum Internasional, Vol.3, No.1 – Oktober 2004, diakses pada 19 Januari 2021 Jam 17.16 WIB 



6 
 

 

Januari 1951 terbentuklah instansi untuk organ pendamping bagi Majelis 

Umum yang pada awalnya bertugas dalam jangka periode 3 tahun. Oleh 

karena itu United Nations High Commisioner for Refugees diperpanjang 

secara periode 5 tahun berturut-turut. Pada tahun 2003, Majelis Umum 

memperpanjang mandat UNHCR “hingga perkara pengungsi diselesaikan”. 

Hingga 1 Juli 2013, terdapat 145 negara yang menjadi negara 

anggota yang meratifikasi Konvensi 1951. Namun, Indonesia bukan salah 

satunya. Meskipun Indonesia bukan negara pihak yang menagani masalah 

para pengungsi atau refugee, Indonesia merupakan negara yang harus 

berhadapan dengan permasalahan pengungsi yang masuk di wilayah 

Indonesia. Hal ini dikaitkan dengan letak geografis Indonesia yang 

berdekatan dengan Australia. Awal mula dari maraknya permasalahan ini 

terjadi pada tahun 1979. Yaitu sekitar 170.000 pengungsi dari Vietnam tiba 

di wilayah Indonesia untuk tinggal dan mencari perlindungan akibat perang 

antara Vietnam dan Repubik Rakyat Cina.7 

Dengan kedatangan pengungsi yang dari tahun ke tahun terus 

bertambah di Indonesia, terdapat kekosongan hukum untuk pengungsi yang 

datang, hal ini disebabkan Indonesia yang hingga saat ini belum juga 

merartifikasi Konvensi 1951 dikarenakan Indonesia belum mampu 

membantu pengungsi dari aspek ekonomi, finansial, ketersediaan tempat 

dan beberapa aspek laiinya. Namun Indonesia tidak bisa menolak serta 

                                                            
7 Diakses melalui http://bagansiapiapi.imigrasi.go.id/index.php/berita/309-permasalahan-

pencarisuaka-dan-pengungsi diakses pada tanggal 19 Januari 2021 Jam 17.50 WIB 
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merta para pengungsi yang datang atau mengembalikannya ke negara 

asalnya secara paksa oleh karena belum meratifikasi Kovensi 1951.  

Pada Febuari 2021 melalui jumlah kumulatif dari UNHCR tercatat 

13.534 di wilayah Indonesia.8 Pengungsi yang terhitung dari 45 negara yang 

mayoritas populasinya datang dari warga negara Afghanistan.9  Hal ini 

disebabkan karena adanya konflik dalam negaranya sehingga berpotensi 

akan adanya ancaman kekerasan dari wilayah negaranya sendiri dan 

memutuskan untuk pergi dari wilayah negaranya dan mengungsi di negara 

tujuan. 

Ketidak terpenuhinya hak-hak pengungsi oleh suatu negara, negara 

suaka maupun negara negara yang di dalamnya terdapat pengungsi internal 

merupakan suatu kekerasan, Setiap manusia memiliki hak inheren untuk 

dapat hidup yang di lindungi oleh hukum. Seseorang tidak dapat dirampas 

hak untuk hidupnya begitu saja. Oleh karena itu untuk mendapatkan suatu 

perlindungan di negara lain merupakan hak asasi yang harus diakui secara 

universal. 

Dalam Deklarasi Universal HAM termuat perihal suaka hal ini 

tercantum dalam pasal 14 ayat (1). Yang akhirnya kemudian pasal in di 

                                                            
8 UNHCR, https://www.unhcr.org/id/ Diakses Pada 19 Januari 2021 Jam 20.01 WIB 
9 Detik News, https://www.detik.com/tag/pengungsi-afghanistan, Diakses Pada 19 Januari 

2021 Jam 20.09 WIB 
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jabarkan di deklasrasi PBB dan diterima oleh mejelis umum sehingga 

dijadikan deklarasi territorial tahun 1967 mengenai suaka. 

UNHCR memberikan suatu perlindungan supaya pengungsi atau 

pencari suaka dapat terlindung Refoulement yang artinya perlindungan bagi 

setiap pengungsi untuk tidak memulangkan kembali secara paksa ke negara 

asalnya dimana kehidupan atau kebebasannya dapat terancam bahaya atau 

penganiayaan. 

Asas non-Refoulement merupakan suatu tidakan yang tidak 

memperbolehkan negara penerima untuk mediskreditkan individu atau 

kelompok ke wilayah dimana individu atau kelompok tersebut dapat 

terancam hak asasinya.10 Asas non-refoulement merupakan bagian dari 

perlindungan pengungsi dimana penerapannya bersifat tanpa pengecualian. 

Maka dari itu asas ini berstatus jus cogen, yang artinya adalah pedoman 

yang tidak dapat dilanggar (a norm from which no derogation is permitted) 

atau hanya dapat diubah apabila mempunyai sifat pedoman dasar hukum 

internasional yang sama.11 

Negara-negara yang bukan merupakan peserta Konvensi 1951 dan 

negara-negara yang merupakan peserta Konvensi 1951 terikat pada prinsip 

                                                            
10 International Migration Law Informatio Note, 

https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/IML-Information-Note-on-the-
Principle-of-non-refoulement.pdf , Diakses Pada 19 Januari 2021 Jam 20.32 WIB 

11 Pasal 64 Konvensi Wina 1969, “If a new peremptory norm of general international law 
emerges, any existing treaty which is in conflict with that norm becomes void and terminates. 
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non-refoulement.12 Pada awalnya prinsip ini memiliki sangkut pautnya 

dengan prinsip perlindungan individu dari tindakan yang dapat 

mengakibatkan penghukuman yang merendahkan martabat manusiawi  

(human  right  concerning  the prohibition  of  torture  or  cruel,  inhuman, 

or  degrading  treatment  or  punishment) seperti penghukuman kasar, 

eksekusi, penyiksaan dan pembantaian. 

Namun peranan asas-nonrefoulement sendiri dalam prakteknya 

tidak bersifat mutlak bila dikaitkan dengan Pasal 33 ayat (2) Konvensi 1951 

pengaplikasian asas ini tidak berlaku apabila keberadaan Pengungsi 

(refugee) ini dapat membahayakan keamanan wilayah nasional dan  

menggangu ketertiban umum di wilayah nasional. Dan dalam pasal 33 ayat 

(2) Konvensi 1951 juga, walaupun pengungsi mengancam keamanan 

nasional atau bahkan telah melakukan kejahatan serius, suatu negara tidak 

dapat mengembalikan pengungsi di negara ia dapat terancam hak asasinya.13 

Dalam memberikan suatu perlindungan kepada para pengungsi atau 

pencari suaka harus mengikuti beberapa prosedur yang sudah di tetapkan 

oleh UNCHR, yaitu terdapat verifikasi diri atas dasar menentukan Refugees 

Status Deretemination (RSD). Dimana dalam putususannya dapat dilakukan 

secara pengajuan ulang atau banding. 

                                                            
12 Sigit Riyanto, Prinsip Non-Refoulrment dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum 

Internasional, Jurnal Ilmu hukum Universitas Gajah Mada, Edisi XXII, No.3, Oktober 2010, hlm 
435. 

13 http://www.hrw.org, Diakses pada 21 September 2020 jam 21.14 WIB 
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UNHCR berkerja mencari tiga solusi komperhensif yaitu dengan 

solusi penempatan negara ketiga, pemulangan sukarela dan, intergrasi 

setempat di negara pemberi suaka. Namun, saat ini lebih dari 70.8 juta orang 

di seluruh penjuru negeri melakukan pemindahan secara paksa yang 

menyebabkan krisis global saat ini.14 

Sejak 1979, UNHCR  sudah berdiri di Indonesia, yang tempat pusat 

di Jakarta dan mempunyai perwakilan setiap kotanya yaitu Makassar, 

Medan, Kupang, Pontianak, Tanjung Pinang, dan Surabaya. Dalam 

Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi Indonesia belum tercatat 

menjadi Negara yang berpatisipasi sebagai negara pihak yang menerima 

para pengunsi atau pencari suaka. Dengan demikian Indonesia belum 

memiliki sebuah system yang menentukan status dari pengungsi. Namun, 

pemerintah menaruh kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan 

mandat proteksi para pengungsi dan menangani masalah para pengungsi.15 

Berdasarkan penjabaran latar belakanng tersebut penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan asas non-refoulement di 

Indonesia terhadap para pengungsi, dikarenakan banyaknya pengungsi di 

Indonesia disorot media akibat terlantarnya para pengungsi. Walaupun 

Indonesia sendiri bukan negara pihak yang menerima para pengungsi 

                                                            
14 UNHCR Indonesia, http://www.unhcr.org/pages/49c3646c80.html, diakses 21 

September 2020 jam 17.18 WIB 
15 Lestari Indah,´’ Pengungsi Dan Pencari Suaka Afganistan Dengan Masyarakata Lokal 

Di Kota Makassar: (Suatu Analisis Efektivitas Komunikasi Antar Budaya)”, Vol.4. April 2015, 
Dalam https://media.neliti.com/media/publications/94935-ID-pengungsi-dan-pencari-suaka-
afganistan-d.pdf, diakses 21 September 2020 jam 17.54 WIB 
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namun Indonesia tidak menolak para pengungsi yang datang ke wilayah 

Indonesia atas dasar kemanusiaan. Maka jelas dalam skripsi ini, penulis 

memutuskan untuk membuat skripsi “Legal Memorandum” dengan judul 

“PENERAPAN ASAS NON-REFOULEMENT DALAM REFUGEE 

CONVENTION BERKAITAN DENGAN PENGUNGSI DI 

INDONESIA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang peneltian, maka permasalahan yang akan 

dikaji dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan asas non-refoulement dalam kebijakan 

pemerintah Indonesia terhadap pengungsi? 

2. Mengapa Indonesia terikat terhadap asas non-refoulement dalam 

Refugee Convention? 

3. Apa saja yang menyebabkan banyaknya arus pengungsi datang ke 

wilayah Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Setelah dijelaskannya latar belakang beserta rumusan masalah diatas 

maka penulisan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan memahami penerapan asas non-refoulement dalam 

kebijakan pemerintah Indonesia mengenai pengungsi. 

2. Mengetahui dan memahami keterikatan Indonesia terhadap asas 

non-refoulement dalam Refugee Convention. 



12 
 

 

3. Mengetahui dan memahami penyebab banyaknya arus pengungsi 

yang berdatangan ke wilayah Indonesia 

D. Manfaat Penelitian 

Setelah dijelaskan mengenai tujuan penelitian, diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan manfaat, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan di 

bidang hukum khususnya bidang hukum internasional serta 

memberikan sumbangan pemikiran mengenai implementasi 

prinsip non-refoulement dan Pengungsi di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

Dapat memberi informasi, manfaat bahan referensi bagi 

mahasiswa dan akademisi, dan menerapkan ilmu hukum 

internasional yang telah dipelajari di bangku perkuliahan 

mengenai bagaimana asas non-refoulement berkerja di Indonesia 

yang bukan merupakan negara pihak Konvensi 1951. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini adalah terbatas pada 

keberadaan pengungsi di Indonesia serta penerapannya asas non-refoulement 

di Indonesia yang bukan bagian dari negara pihak yang menandatangani dan 

meratifikasi Konvensi 1951. 

F. Kerangka Teori 
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Kerangka Teori dalam penulisan skripsi dibutuhkan dalam 

menganalisa suatu isu masalah. Dalam penulisan ini digunakan beberapa 

teori sebagi berikut; 

1. Teori Asas Kemanusiaan 

  Teori Kemanusiaan merupakan teori yang menjunjung tinggi nilai-

nilai kemanusiaan yang menjelaskan untuk menghormati harkat martabat 

manusia dan menjamin hak-haknya. Dalam teori kemanuasiaan semua 

manusia dianggap sederajat tanpa terkecuali termasuk kelompok rentan 

salah satunya adalah Pengungsi warga negara asing (Refugees).16 

Keberadaan pengungsi sangatlah rentan. Walaupun Indonesia bukan 

negara pihak yang menangani mengenai pegungsi namun Indonesia 

menerima pengungsi warga negara asing atas dasar kemanusiaan. 

2. Teori Asas Non-refoulement 

 Teori asas non-refoulement berawal dengan kata refouler memiliki 

arti mengembalikan dalam bahasa Prancis.17  Dalam pengertiannya asas 

non-refoulement mempunyai arti bahwa sebuah negara dilarang untuk 

mengusir pengungsi secara paksa dari warga negara asing ke wilayah 

yang bisa membahayakan kehidupan, serta pengeksekusian karena 

                                                            
16  Sabila Yumna dkk, Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi 

Manusia,https://www.researchgate.net/publication/339358889_LANDASAN_TEORI_HAK_ASA
SI_MANUSIA_DAN_PELANGGARAN_HAK_ASASI_MANUSIA , Diakses Pada 22 Januari 
2021 Jam 02.00 WIB 

17    Nurcahyawan, Teddy; Andika, Stefanus Reynold (2017-07-31). "PERMINTAAN 
MAAF AUSTRALIA DAN PRINSIP NON REFOULEMENT (STUDI KASUS PENCARI 
SUAKA SRI LANKA)" Diakses Pada 22 Januari 2021 Jam 02.20 WIB 
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alasan ras, agama, kebangsaan, politik, maupun keanggotaan kelompok 

tertentu.18 

3. Teori Keadilan  

  Teori Keadilan merupakan teori yang dikemukakan oleh John 

Rawls, teori ini menjelaskan mengenai kebaikan masyarakat tidak bisa 

dikesampingkan dimana menggangu rasa keadilan maka dari itu setiap 

orang telah memperoleh keadilan tanpa terkecuali, khususnya 

masyarakat lemah. Dalam teori ini menjelaskan bahwa pengungsi 

merupakan warga negara asing yang lemah dan rentan yang harus 

dilindungi.19 

4. Teori kedudukan Hukum Internasional kedalam Hukum Nasional 

  Dalam Teori ini suatu Hukum Internasional dapat diaplikasikan 

kedalam Hukum Nasional secara teori inkorporasi ataupun teori 

transformasi.20 Teori inkorporasi berpendapat bahwa suatu Hukum 

Internasional dapat diaplikasikan kedalam Hukum Nasional dengan cara 

langusung tanpa adanya adopsi khusus karena Hukum Internasional 

dianggap sudah menyatu ke dalam Hukum Nasional. Teori ini berlaku 

untuk penerapan Hukum Kebiasaan Internasional dan Hukum 

Internasional universal. Adapun teori transformasi, yang berpendapat 

                                                            
18 Pustakahpiemlu.go.id, http://pustakahpi.kemlu.go.id/app/Volume%203,%20September-

Desember%202011_18_23.PDF, Diakses pada 22 Januari 2021 Jam 02:34 WIB 
19 Faiz Mohammad, Teori Keadilan John Rawls, 

https://panmohamadfaiz.com/2009/04/28/profil-tokoh-john-rawls-1921-
2002/#:~:text=Rawls%20berpendapat%20bahwa%20keadilan%20adalah,rasa%20keadilan%2C%2
0khususnya%20masyarakat%20lemah., Diakses pada 21 Januari 2021 Jam 23.50 WIB 

20 Brownlie, Ian, Principle of Public Intertional Law,(Clarendon: Oxford University 
Press, 1998), hlm. 31 
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bahwa berlakunya hukum internasional kedalam hukum nasional harus 

mempunyai perizinan dari badan legislatif negara terlebih dahulu, baik 

secara aksesi maupun secara ratifikasi. Hal ini menyangkut keberlakuan 

Konvensi jenewa 1951  mengenai pengungsi dan Protokol 1967 sebagai 

suatu hukum internasional yang di adopsi ke dalam hukum nasional. 

G.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian 

ini adalah jenis penelitian Empiris, hal dikarenakan penulis dalam 

mengerjakan penelitiannya meneliti menggunakan data-data lapangan 

sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara. Fungsi metode ini 

adalah untuk melihat perilaku masyarakat yang selalu berinteraksi dan 

saling berhubungan dan melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti 

bagaimana hukum berkerja di lingkungan masyarakat.21 

Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena peneliti ingin 

melihat penerapan pengaturan dari asas non-refoulement dalam Refugee 

Convention berkaitan dengan pengungsi yang berada di Indonesia serta 

bagaimana penegakan hukumnya di Indonesia terhadap pengungsi yang 

datang ke Indonesia. 

2. Pendekatan Penelitian 

                                                            
21 Bambang Sunggono, Metodelogo Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 

2003, hlm 43. 
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Pendekatan Penelitian yang penulis gunakan antara lain senagai 

berikut: 

a. Pendekatan statuta (statute approach) 

Di dalam pendekatan statuta ini dilakukan dengan mengkaji 

semua peraturan hukum internasional dan aturan atau regulasi 

yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang di 

teliti dalam hal Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol 1967 

mengatur mengenai masalah pengungsi (refugees).22 

b. Pendekatan Historis (Historical Approach) 

Di dalam pendekatan ini penulis mempelajari latar belakang 

mengenai isu hukum yang sedang di hadapi dan perkembangan 

isu hukumnya. Hal ini dilakukan untuk melacak sejarah lembaga 

hukum dari masa ke masa.23 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Di dalam pendekatan ini penulis melakukan pendekatan 

kasus dengan mempelajari kasus-kasus terkait dengan isu yang 

sedang di hadapi khususnya mengenai kasus datangnya 

pengungsi warga negara asing di Indonesia.24 

3. Lokasi Penelitian 

                                                            
22 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum: Edisi revisi. Jakarta, Prenada Media, 2011, 

hlm 93-94. 
23 Ibid, hlm.94-95. 
24 Ibid, hlm.94. 
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Penelitian ini di laksanakan di dua kelembagaan yaitu, Kementerian 

Luar Negeri Republik Indonesia. Yang beralamat di Jalan Pejambon 

No.6 Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta dan UNHCR Indonesia yang 

beralamat di Menara Ravindo14th Floor, Jalan Kebon Sirih Kav.75, 

Menteng, RT.1/RW.1, Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340. 

4. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisa yang substansinya terdapat 

subjek atau objek yang sifatnya berkualitas dan karakteristik tertentu 

yang dikaji oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya.25 Dalam hal ini populasi yang menjadi objek pada 

penelitian ini adalah Kantor UNHCR Indonesia dan Kementerian 

Luar Negeri Republik Indonesia. 

b. Sampel 

Dalam hal ini sampel adalah objek yang diambil dari jumlah 

dan karakteristik yang ada dalam populasi tersebut.26 Teknik sampel 

yang diambil dan digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

purposive sampling, dengan mengambil sampel dilihat dari kriteria 

tertentu.27 Sampel yang peneliti ambil dalam hal ini ialah Direktorat 

                                                            
25  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 

2016, hlm. 80.     
26 Ibid. hlm. 81.   
27 Ibid. hlm. 85. 
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Jendral Multilateral Divisi Hak dan Kemanusiaan dan Direktorat 

Jendral Hukum dan Perjanjian Internasional di Kementrian Luar 

Negeri Republik Indonesia. 

5. Jenis dan Sumber Hukum 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitaif, yaitu 

mendapatkan data yang dijelaskan dalam bentuk verbal bukan dalam 

bentuk angka.28 

a. Data Primer 

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara 

langsung oleh narasumber dengan melakukan metode wawancara 

berstruktur yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

bekaitan dengan permasalahan dalam penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

digunakan untuk menjelaskan isu yang ada dalam penelitian ini 

yaitu melalui pengumpulan bahan pustaka yang dipilih dengn 

selektif. Bahan ini digunakan untuk memperoleh landasan teori 

berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-

penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan penelitian.  

Data sekunder pada pelitian ini meliputi: 

                                                            
28 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rakesarasin, 1996, 

hlm. 2.   
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1. Bahan Hukum Primer, bahan ini bersifat mengikat karena 

bahan ini dikeluarkan langusng oleh pemerintah san diperoleh 

langsung dari peraturan perundang-undangan dan perjanjian 

internasional. 

i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 

ii. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM 

iii. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang 

Hubungan Luar Negeri 

iv. Universal Declaration of Human Rights 

v. The 1951 Refugees Convention 

vi. The 1967 Protocol relating to the Status of Refugees 

vii. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang 

pengungsi dari Luar Negeri 

viii. Peraturan Dirjen Imigrasi No.IMI-0352. GR.02.07 Tahun 

2016 

2. Bahan Hukum Sekunder (Secondary law material), 

Merupakan bahan yang bersumber dari kepustakaan dan 

memberikan penjelasannya yang berkaitan dengan bahan 

hukum primer berupa suatu dokumen resmi seperti hasil 

penelitian sarjana, doktrin, jurnal internasional, jurispridensi, 
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artikel hukum dan juga buku-buku dan bahan-bahan lain yang 

memiliki kaitan dengan isu penelitian.29 

3. Bahan Hukum Terasier (Tertiary Law Material), Merupakan 

bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum 

primer dan sekunder, yaitu berupa bahan yang dapat di akses 

melalui artikel, website serta referensi laiinya30 terkait dengan 

isu penelitian. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengambil bahan hukum dilakukan dengan teknik studi 

yang diperoleh dari buku dan informasi laiinya dan melakukan 

wawancara, yang menerapkan analisis dan menggunakan metode 

kualitatif secara deskriptif. Dengan memperoleh data penelitian 

dengan menggunakan dokumen-dokumen peraturan internasional, 

Perjanjian (Agreement), dan konvensi internasional (International 

Convention) yang berkaitan dengan isu penelitian. Wawancara akan 

dilakukan dengan cara langsung, jika tidak bisa melakukan 

wawancara secara langsung dikarenakan dengan suatu keadaan, maka 

penulis akan melakukan wawancara dengan cara tanya jawab secara 

Virtual melalui zoom meeting kepada responden yang telah 

ditentukan, dengan menanyakan hal yang berhubungan dengan 

rumusan permasalahan pada penelitian. 

                                                            
29 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: 

Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 196.   
30 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Jakarta, Raja 

Grafindo Persada, 2012, hlm.13. 
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7. Teknik Analisis Data 

Dengan menggunakan data primer dan sekunder yang ditelaah 

menggunakan metode kualitatif secara deskriptif yang nantinya 

dihubungkan dengan cara sistematis dalam bentuk kalimat yang 

nantinya ditarik kesimpulan yang mendeskripsikan jawaban dari isu 

penelitian.31 Data primer yang berupa hasil wawancara dan data 

sekunder yang akan digunakan berupa bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

8. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Dalam uraian data hukum penulis memakai metode deduktif. 

Dengan megambil kesimpulan penelitian dari pengertian yang bersifat 

kasar lalu menjadi suatu keseimpulan yang bersifat khusus.32 

                                                            
31 Surakhmad Winarno, Metode dan Tekhnik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah 

Dasar Metode Tekhnik. Bandung: Tarsio, 1994. hlm.17.   
32 Mannase Malo, Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Karunika, 1985, hlm. 11. 
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